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ABSTRAK

Fauzul Hamdi Lubis'
DR. Iman Jaubavi, S,M.Hum.?
Arif, SHM.Hum.?

Tindak pidana Korupsi di ladonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena
yang meocernaskan, dengsn kualitas yang semakin sistomatis di setiap swate
lembaga-lembaga pemerintahan maupun daiam kehidupan betmasyarakat karena
menunt hipotesis Durkheimian yang mengkaji sebab-sebab korupsi mengamkan
bahwa transforma<i masyarakatiah salah satu yang menjadi penyebab merosotnya
moralitas. Indikator yang sangai teasa dari perkara korupsi yang kini merajaiela
terlihat dan rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan
prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dan tidak efektifnya
pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha
Milik Negara (BUMN) menyehabkan makin meuingkamya beban yang harus
ditanggung masyarakat Keppres Nomor 18 Tahun 2000, telah menyimpulkan,
bahwa kerangka /ega! dalam praktek pengadaan barang pemerintah yang
disajikan dalam Keppres tersebut justru membuka peluang yang besar bagi
KKN. Sistem pengadaan barang yang dikembangkan dalam Keppres ini
bersifat transparan, adil/tidak diskriminatif dan bertanggungjawab. Namun
yang terjadi adalah kebalikannya, misalnya proses pelaksanaan pengadaan
barang yang sifamnya tertutup. Artinya mekanisme proses pengadaan barang
berdasarkan Keppres tersebut hanya mengatur hubungao dua pihak saja yaitu
antara pihak pemerintah (user) dan pihak swasta (provider).

Dengan latar belakang masalah sebagaimana diuraikao di atas, dalam
penelitian ini diajukan pervnasalahan sebagai benkt : (1) Bagaimana bentuk-bentuk
penyimgangan dalam pengadaan bawrang dan jasa Pemexintah ? (2) Bagnimana
praktck dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam peagadaan barang dan jasa
di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, (3) Bagaimana aspek-aspek hukum
pembuktian dalam penanganan tndak pidana korupsi dalam peagadaan barang dan
jasa di Peagadilan Negeri Kuala Simpang.

Pepelitian ini meuggunakap pendekatan penelitian yuridis conmatif, karena
mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut dengan
Undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan metode penelitian yang
demikian dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan : (1) Upaya Penegakan
Hukum dalam Peuanganan Perkars Korupsi Pengadanan Barang dan Jasa di

Kabupmtep Aceh Tamiang yang ditangani oleb Pengadilan Negeri Kuala Sunpang
dilabukan berdazsarkap ketentuan hukum yang berlaku sebagsas diatur dalam Pasal 3

! Penelit}
? Perobimbing 1
3 Perobimbing 1!
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jo Pasal 18 ayat (1) husuf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahua 1999 tentang
Pemberantasap Tindak Pidans Korupsi dan Pasal 5SS ayat (3) KUHPidana, (2) Praktek
dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di
jajaran Pemenntah Kabupalen Aceh Tamiang dilakulean deugan variasi  yang
beragam, sistem penunjukan langsung, penggunaap materiil yang tidak sesuai dengan
spesifikasi dalam kontrak,(3) Aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganran
tindak pidana koaupsi dalam pengadsan batrang dan jasa di Pengadilan Negeii Kuala
Simpang telah sesuai dengan pemenuhan uasuc-unswr materiil sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)} huruf a,b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembetammsan Tladak Pidans Korupsi jo Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999, Atas dasar bukti-bukti tersebut Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah
menjatuhkan hukuman penjara dan dends kepada pars terdakwa.

Kata-kata Kunci :
1. Pencgakan Hukum
2. Tindak pidana Komupsi
3. Pengadaan Barang dan Jasa

Peqeliti,

Fauzul Hamdi Lubis
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Lasar Belakang

Tindak pidana Korupsi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena
yang meoucemaskan, dengan kualitas yang semakin sistematis di setiap strata
lembaga-lembega pemmenmahban maupun dzlam kehidupan Dermasyaraka) kareea
menurut hipotesis Ourkheimian yang mengksji sebab-sebab konpsi mengamkan
bahwa transformasi masyarakatlah salah satu yang menjadi penyebab merusotnya
moaalitas dikalangan masyarakat. mungkin bisa dicontohkan disini bahwa peralihan
suatuy masyarakat dari tradisi petanian dan nelayan ke industri menyebabkan nilai-
nilai lama ikut berubah, dalam proscs penibahan yang berakselerasi de ngan cepat ity,
masyarakat menjadi tidak sabas. malas belajar, dan akhirnya mengambil jalan pinmss
untuk oeyat berproduksi dengan cara uang suap dan sehagaioya.’

Indikasor yang sangat tecasa dan perkara korupsi yang kini merajalela tertiha)
dari rendahnya kualitas pelayanan publik, cendahnya kualitas sarana dan prasarana
yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dan sdak efektifnya pe ogelolaan
sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha Milik Negara
(BUMN) menyebabkan makin meningkatmya beban yang harus ditanggung

masyarakat

! Pramono U.Tanthowi, dkk., PSAP Mukammadiyah, Jakara. Juni 2003, halaman 8.
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Sampai deugan Triwulan [ tahun 2006, masalsh penegakas hukum masih saja
menjadi topik soroman masyarakat, sorotan tersebut tidak hanya karena perkara
korupsi yang semakin meluas dan pelakunya yang semakin beragam mulai dan
kalangan Birokra: (Eksekutif), Legislatif dan Yudikatif sampai kalangan masyarakat
penyedia jasa, pelaku usaha/Bisnis yang meugakibatisan kerugian Negara yang sangat
besar dengan menggumakan besbagai cara (@modas operandi).

Disisi lain kinenja penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan
asupun penjab:han hukuman terhadap pelaku kejahatan korupsi/ koruptor tidak
terlepas dan sosotan masyaraka) terlebih lagi bila perkara tersebut berkaitan dengan
hak-hak sosial masyarakat dan hak ekonomi masyarakat. Sekalipun sudah banyak
kebdijakan dan pembentukan lembaga untuk pemberantas korupsi, namua tindak
pidana korupsi di Indonesia hingga hari ini masih merupakao jenis kejahalan yang
paliag sulit dibevantas, hal tersebut sesuai dengan hasil Kongres PBB ke IV meogenas
The Prevension of Crime and Treatment of Offennders Tahun 1980, menyebutkan :

Bahwa kejahamn korupsi edalah salah saiu jenis kejahamn yang sulit
dijengkan oleb hukum, karena aparal hukum relatif tidak berdaya atau tidak
mempunyai kekuasan menghadapi jenis tindak pidana ini karena dua alasan
utama yaitu penama : kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dan
sipelaku, dan yang kedua : keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka
lakukan itu sedemikian rupa, sehingga mengumngi kemungkinan mereka
untuk dilaporkan atau di tuntut.?

Oleh karenz itulah tindak pidana korupsi tidak lagi dapal digoloagkan sebagai

kejahatan biasa akan tetapi telah menjadi kejahatan luar bissa (ekstra ordinary crime)

! HR Eman® Socdwvo, Pomgatlan Hubum di hekmesia, Pretasi Pustaks, Mci 2006,
halaman 150.
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